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BAB V 

 

5. Penutup 

 

5. 1 Kesimpulan 

 

Kita dapat melihat bahwa terbentuknya sumber – sumber hukum Indonesia 

merupakan hasil dari resapan negara Belanda. Walaupun ada pengaruh dari hukum – 

hukum adat Indonesia namun tentap saja dominasi hukum yang Indonesia anut adalah 

hukum resapan dari Belanda. KUHP adalah salah satu contohnya. KUHP yang nama 

aslinya Wetboek Van Strafrecht merupakan salah satu sumber hukum resapan dari 

Belanda. 

Namun tentu saja, walaupun resapan tapi tidak di jiplak atau ditelan begitu saja. 

Namun disesuaikan dengan tujuan, keadaan dan kebutuhan bangsa Indonesia. Salah satu 

bentuk yang telah disesuaikan adalah peraturan mengenai perlindungan terhadap hewan. 

Mengenai relevansi KUHPidana terhadap perlindungan hewan menurut penulis 

masih relevan. Dikarenakan kejaksaan dan kehakiman masih meggunakan KUHPidana 

dalam meberikan dakwaan dan putusan. KUHPidana pun dapat menjadi dasar hukum 

apabila peraturan – peraturan yang lebih khusus atau baru  mengenai perlindungan 

terhadap hewan belum ada atau belum dibentuk untuk menjaga agar tidak adanya 

kekosongan hukum. Karena dalam KUHPidana tepatnya pasal 302 tidak ada jenis hewan 

yang ditetapkan dalam pasal tersebut. Sehingga apabila ada hewan – hewan yang belum 

ada perlindungan hukumnya maka pasal 302 KUHPidana dapat melindungi hewan 

tersebut.  

Mengenai peraturan – peraturan yang lebih baru atau lebih khusus tentunya sangat 

diperlukan. Lebih khusus peraturan itu maka diharapkan akan lebih jelas kriteria apa yang 

akan atau ingin dilindungi oleh peraturan – peraturan tersebut. Termasuk juga mengenai 

perlindungan hewan. Apabila telah dibentuk peratuan khusus maka hewan yang dilindungi 
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diharapkan akan lebih jelas dalam hal kriteria dan jenis hewan tersebut. Sehingga 

penegakan hukumnya jelas dan kepastian hukumnya dapat terpenuhi.   

 

5.2 Saran 

 

Perlindugan hewan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Mengingat bahwa 

ideologi bangsa yakni Pancasila Khusunya sila kedua yang berbunyi “ Kemanusiaan yang 

adil dan beradab”. Maka kita harus menjaga kesusilaan agar terciptanya suatu keadaban 

sebagaimana yang telah disampikan pada bab pertama bagian tinjauan pustaka. 

Khusus kepada aparatur negara diharapkan untuk para penegak hukum agar 

menjalakan kewajibannya semaksimal mungkin berdasarkan dengan peraturan – peraturan 

yang telah dibentuk. Menjalankan peraturan – peraturan yang telah dibentuk dapat 

mengetahui apakah kebutuhan akan peraturan – peraturan yang baru diperlukan atau tidak. 

Sehingga kepastian hukum dapat terwujud. Saran ini ditujukan terutama untuk Dinas 

Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) agar lebih memaksimalkan kewajibannya. 

Sebagai mana yang telah di sampaikan pada bab IV bahwa DKPP hanya menjalankan 

peraturan – peraturan khusus sebagai dasar hukumnya terutama Undang – Undang Nomor 41 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang 

Peternakan Dan Kesehatan Hewan . sehingga dapat diketahui apakah perlu adanya 

pembenukan Undang – Undang baru. 
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